Komentar umum 11 (1999)

Rencana tindakan bagi pendidikan dasar

(Pasal 14 Perjanjian Internasional

atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
1.   Pasal 14 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuntut agar setiap Negara yang belum mengamankan pendidikan dasar yang dibutuhkan, bebas biaya, memulai, dalam jangka waktu dua tahun, pelaksanaan dan penerapan sebuah rencana tindakan yang rinci bagi implementasi progresif dari prinsip-prinsip pendidikan dasar yang bebas biaya untuk semua orang, dalam jangka waktu yang realistis. Walaupun telah ada kesepakatan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pasal 14, beberapa Negara belum menyusun rancangan atau mengimplementasikan sebuah rencana tindakan bagi pendidikan dasar yang dibutuhkan dan bebas biaya. 

2.   Hak untuk menikmati pendidikan, seperti tercantum dalam pasal 13 dan 14 Perjanjian, juga dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, contohnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, adalah sangat penting. Hak ini telah diklasifikasikan sebagai sebuah hak ekonomi, sebuah hak sosial, dan sebuah hak budaya. Hak ini mencakup ketiga hak tersebut. Hak ini juga, dalam banyak bentuk, merupakan sebuah hak sipil dan sebuah hak pemerintahan; karena hak ini vital bagi realisasi hak-hak itu secara penuh dan efektif. Dalam masalah ini, hak pendidikan melambangkan hak-hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dan saling bergantung satu sama lain. 

3.  
Sejalan dengan kewajibannya yang jelas dan mutlak di bawah pasal 14, tiap Negara mempunyai tugas untuk menyerahkan kepada Komite, rencana tindakan yang ditarik dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam paragraf 8 di bawah. Kewajiban ini perlu dipelajari secara cermat dengan mempertimbangkan fakta bahwa di negara-negara sedang-berkembang, 130 juta anak usia-sekolah diperkirakan tidak memiliki akses ke pendidikan dasar, dimana dua pertiganya adalah anak perempuan.
  Komite sepenuhnya menyadari bahwa ada banyak faktor yang menyulitkan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menyusun sebuah rencana tindakan. Sebagai contoh, program-program penyesuaian struktural yang dimulai pada tahun 1970-an, krisis hutang yang mengekor pada tahun 1980-an, dan krisis moneter di akhir tahun 1990-an, juga faktor-faktor lainnya, telah memperburuk penolakan terhadap hak pendidilkan dasar. Bagaimanapun juga, kendala-kendala ini tidak dapat membebaskan Negara itu dari kewajiban untuk mengadopsi dan menyerahkan sebuah rencana tindakan kepada Komite, sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Perjanjian. 

4.   Rencana tindakan yang dipersiapkan oleh Negara bagi Perjanjian, sejalan dengan pasal 14, adalah sangat penting karena kerja Komite telah menunjukkan bahwa minimnya peluang pendidikan bagi anak-anak sering menguatkan keberatan mereka atas pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya anak-anak ini, yang mungkin hidup dalam kemiskinan mutlak dan tidak hidup sehat, sangat rawan terhadap kerja-paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Selain itu, terdapat suatu kaitan langsung antara, contohnya, tingkatan-tingkatan pendaftaran pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan dengan tingkat penurunan jumlah perkawinan anak. 

5.   Pasal 14 mencakup sejumlah unsur yang menjamin perluasan yang didasarkan pada pengalaman luas Komite dalam mempelajari laporan Negara. 

6.   Kewajiban. Unsur kewajiban menggarisbawahi fakta bahwa baik orang tua, wali, maupun Negara tidak boleh menomorduakan keputusan untuk memberi akses pendidikan dasar pada anak. Selain itu, larangan diskriminasi gender dalam akses pendidikan, juga diperlukan dalam pasal 2 dan 3 Perjanjian, dititikberatkan oleh kewajiban ini. Walau demikian, harus ditekankan bahwa pendidikan yang ditawarkan harus memadai secara kualitas, cocok dengan anak, dan harus mengangkat realisasi hak-hak anak lainnya. 

7.   Bebas biaya.  Sifat kewajiban ini sudah jelas. Hak ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh Pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Biaya-biaya itu juga sering mengakibatkan kemunduran. Penghapusannya adalah masalah yang harus ditangani melalui rencana tindakan yang dibutuhkan. Biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya-biaya wajib yang dibebankan oleh orang tua (terkadang disebut sebagai biaya sukarela, walau pada kenyataannya tidak demikian), atau kewajiban untuk mengenakan perangkat seragam sekolah yang relatif mahal, dapat pula dimasukkan dalam kategori yang sama. Biaya-biaya tidak langsung lainnya mungkin dinilai sah, tergantung pada hasil pemeriksaan Komite atas dasar kasus per kasus. Ketetapan pendidikan dasar yang dibutuhkan ini tidak bertentangan dengan hak yang tercantum dalam pasal 13.3 Perjanjian bagi orang tua dan wali “untuk memilihkan bagi anak mereka sekolah di luar yang telah ditetapkan oleh otoritas publik.” 

8.   Kesepakatan atas sebuah rencana rinci. Negara harus menyepakati sebuah rencana tindakan dalam waktu dua tahun. Dua tahun ini harus diartikan sebagai dua tahun ditetapkannya Perjanjian pada Negara terkait, atau dua tahun perubahan yang signifikan yang telah mengarah pada hal-hal di luar pengamatan atas kewajiban-kewajiban terkait.  Kewajiban ini sifatnya berkelanjutan dan Negara, yang terkait dengan ketetapan itu atas dasar nilai situasi terkini, tidak dibebaskan dari kewajiban-kewajiban akibat kegagalan mereka di masa lalu untuk bertindak dalam batas waktu dua tahun.  Rencana itu harus mencakup seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengamankan komponen-komponen terpenting dari hak dan harus disusun secara rinci untuk mengamankan realisasi yang menyeluruh dari hak. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan rencana itu adalah sangat penting, sama halnya dengan tinjauan kemajaun secara berkala dan pemastian akuntabilitas. Tanpa unsur-unsur ini, nilai penting dari pasal tersebut akan berkurang. 

9.   Kewajiban. Sebuah Negara tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk menyusun sebuah rencana tindakan dengan alasan tidak tersedianya sumber-sumber daya. Jika kewajiban dapat dihindari dengan cara ini, maka tidak akan ada lagi pengakuan atas kondisi unik yang tercantum dalam pasal 14 yang berlaku pada situasi-situasi yang dikaitkan dengan sumber finansial yang “tidak memadai.”  Selain itu, dan dengan alasan serupa, rujukan terhadap “bantuan dan kerjasama internasional” dalam pasal 2.1 dan "aksi internasional" dalam pasal 23 Perjanjian sangat relevan dengan situasi ini. Dimana sebuah Negara jelas kekurangan sumber daya finansial dan/atau diharuskan untuk “menyusun dan menerapkan” sebuah rencana rinci, komunitas internasional berkewajiban untuk memberikan bantuan. 

10.   Implementasi Progresif. Rencana tindakan harus disasarkan pada pengamanan implementasi yang progresif atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang dibutuhkan, bebas biaya, di bawah pasal 14. Tidak seperti kondisi yang tercantum dalam pasal 2.1, pasal 14 menetapkan bahwa tanggal sasaran harus “berupa angka tahun yang rasional” dan selain itu, kerangka-waktunya harus “ditetapkan dalam rencana itu.” Dengan kata lain, rencana itu harus secara spesifik menetapkan rangkaian tanggal implementasi sasaran bagi tiap implementasi progresif dari rencana itu. Hal ini menunjukkan pentingnya dan ketidakfleksibelan relatif dari kewajiban yang sedang dibicarakan. Terlebih lagi, hal ini harus ditekankan dengan pertimbangan bahwa kewajiban-kewajiban lain Negara, seperti tidak adanya diskriminasi, harus dilaksanakan secara penuh dan dengan segera. 

11.   Komite memanggil tiap Negara yang terkait dengan pasal 14 untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi telah dipatuhi sepenuhnya dan bahwa hasil rencana tindakan diserahkan pada Komite sebagai sebuah bagian yang integral dari laporan-laporan yang dibutuhkan di bawah Perjanjian. Terlebih lagi, dalam kasus-kasus tertentu, Komite mendorong parai-Negara untuk  menggalang bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang relevan, termasuk ILO (International Labour Organization), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNICEF (United Nations Children's Fund), IMF (International Monetary Fund), dan Bank Dunia, dalam kaitan dengan persiapan rencana tindakan di bawah pasal 14 dan implementasinya. Komite juga memanggil lembaga-lembaga internasional yang relevan untuk membantu Negara dengan batas-batas yang paling memungkinkan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka dengan segera. 

� Pelajari sekilas UNICEF, The State of the World's Children 1999.





